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BUPATI HALMATIERA BARAT

JAILOLO
KEPUTUSAIT BI'PATI IIATMAIIERA BARAT

NoMoR T /KPrs/l /2016

TENTANG

PENTIITJUKAIT PENGURUS/ PEIIYNIPAII BARAfl G

PADA SATUAN I{ER.'A KAT{TOR TATA KOTA, KEBERSIIIAN DAN

PEMADAM KTBAK^f,NAI{ KABIIPATEN I{ALMAIIERA BARAT
TAIIUN ANGGARAN 2016

BUPATI IIALMAHERA BARAitr'

Menimbang i a. bahwa dalam rang!<a tertib adnrinistrasi pengelolaan

Barang Milik Neg;a/Daerah sebagaimana ai"t:. dalam
Pasal 

-5 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun2oL4tentangPengelolaanBarangMilik
Negara/Daerah, maka ur,rtuk kelancaran pelaksanaan
pr&ram dan kegiatal dipandang perlu 

-menunjuki'*rigot""/Penyimpan Barang pada Kantor Tata Kota'

Keblrsihan dan Femadarn Kabupaten Halmahera Barat
Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa saudara RIIDY IIARTONO, yang diusulkan oleh

Kepala Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pemadarn selaku
pejabat pengguna barang dianggap cakap dan nee:nenuhi

syarat serta mafilpu melaksanakan tugas sebagai

Plngurus/Penyimpan barang pada satuan kerja Kantor

Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kabupaten
Haknahera Barat;

c. batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dir'r,raksud

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusar]. Bupati
tentang Penunjukan Pengurus/Penyimpan Bq3tg pada

Kantoi Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kabupaten

Halmaher aBer:at Tahun Anggaran 2OL6

Mengingat : 1 Hl$ffiffi$ffiilffi[X%'3H#ffiffT3#"iffiffi
Pembentukan Saerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam
wilayah Daerah swatantra Tinglat I Maluku menjadi
Undang-und*g;

Z. Undang-undang Norrror 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas UndanSrriOrrrg 8 Tahun L974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 20OO tentang Perubahan
atas flndang-undang Nornot +6 Talarrn 1999 tentang
Pembentukan Provinsl tulalutm utara, Kabupaten tsuru dan

Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

+. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula'
Kabupaten Halrnahera Timr.lr dan Kota Tidore Kepulauan
di Provinsi Maluku Utara;

Kab.Harmah.*ffi ,"-'il,ffim,*:.i""f it5$2tr;i:J{,';*.{os22tzzzlo
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5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara;

6. Undang-undang Nomor
Perbendah ar aan' Negara;

1 Tahun 2AO4 tentang

7. Undang-undang Nomor 33
Perimbangan Keuangan arfiara
Daerah;

8. Undang-undang Nomor 23
Pemerintahan Daerah;

Tahun 2OO4 tentang
Pemerintah Pusat dan

Tahun 20tq tentang

Memperhatikan

MenetaPkan

KESATU

KEDUA

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana

Perimbangan;

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 5S Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

I-2.Peraturan Menteri Datram Negeri Nomor tr3 Tahun 2AA6
-- 

l"t tu"g Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2AO7

tentangPedomanTeknisPengelolaanBarangMiUkDaerah;

l4.PeraturanDaera}rKabupatenHa]lmaheraBaratNomm3
Tahun 2015 **s pimbentukan orgareisasi Lernbaga

Teknis Daerah Kabupaten Halnaahera Barat'

ls.PeraturanDaera}rKabupatenHalmaheraBaratNomorl
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten-Halmahera Barat Tahun Anggaran

2AL6;

1. Surat Kepala Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Damkar

No O45.2l12Sl2Ol5 tgl 17 Desember 2015 perihal :

PenyamPaian Usulan Bendahara'

MEMUTUSI(AN:

Menunjuk Saudara RUDY I{ARTONO' Nip' 19781104

2OA7OL 1 016, sebagai Pengurus/Penyimpan-Barang Pada

S.trurrKerjaKantor"TataKota,KebersihandanPemadam
f"i="p"t"n Halmahera Barat dengan atasal langsungnya

Kepala Kantor 
--iata 

Kota, Kebersihan dan Pemadam

Kabupaten Halmahera Barat'

Pengurus/Penyimpan gqTg sebagaimana dimaksud

Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-

undangan Yang berlaku'

Spesifikasi tanda tangarr dan -p-araf 
Pengurus/Penyimpan

B;;g sebagaiman" di-'k*'d Diktum Kesatu' tercantum

sebagai berikut :

KETIGA
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo

PEJABAT 7*
Sekretaris Daerah 4
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum

=
Kepala Kantor lqta Sota $/
Kabag. Hukum & Orgs efl/

padatanggal , STanoan " 2A16

BUPATI HALMAHER4 BARAT,

/N
NAMTO H. ROBA

Tetnbusan: DisamPaikan kePada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,

4, Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo'

5. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala Kantor Tatakota , Kebersihan dan Damkar Kab. Halmahera Barat di Jailolo

7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

SPECIMEN
PENGT'RUS/ PENYIMPAN BARANG


